
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1650, 2018 KEMENDAGRI. Unit Metrologi Legal. Pencabutan.  

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 115 TAHUN 2018 

TENTANG 

UNIT METROLOGI LEGAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk percepatan pembentukan Unit Metrologi 

Legal dalam rangka pelaksanaan tera, Tera Ulang  

dan Pengawasan Metrologi Legal, perlu mengatur kembali 

ketentuan mengenai Unit Metrologi Legal; 

b. bahwa ketentuan Unit Metrilogi Legal dalam Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor  

78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal 

sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan 

kebutuhan hukum masyarakat; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Perdagangan tentang Unit Metrologi 

Legal; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi 

Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 

Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3193); 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang 

Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
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sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4744); 

3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang 

Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera 

Ulang serta Syarat-Syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, 

Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang 

Satuan, Satuan Turunan, Satuan Tambahan dan Satuan 

Lain yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1987 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587); 

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 
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9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 90); 

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor  

69/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengelolaan Sumber 

Daya Manusia Kemetrologian (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1564); 

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor  

08/M-DAG/PER/2/2016 Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); 

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor  

60/M-DAG/PER/8/2016 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kemetrologian dan 

Bidang Standardisasi dan Pengendalian Mutu di 

Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1217); 

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor  

26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi 

Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 674); 

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor  

67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, 

dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

811); 

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor  

68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat 

Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG UNIT 

METROLOGI LEGAL. 
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-

satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran, dan alat-

alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan 

peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan 

melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran 

pengukuran. 

2. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya 

yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang  

Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. 

3. Standar Ukuran Metrologi Legal yang selanjutnya disebut 

Standar Ukuran adalah Standar Satuan besaran fisik 

dari ukuran yang sah dipakai sebagai dasar pembanding 

dalam menyelenggarakan kegiatan Metrologi Legal. 

4. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau 

tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan 

keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah 

atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh 

Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP 

yang belum dipakai. 

5. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-

tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau 

memberikan keterangan-keterangan tertulis yang 

bertanda tera sah atau tanda tera  

batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan 

pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera. 

6. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk 

memastikan UTTP, barang dalam keadaan terbungkus, 

dan satuan ukuran sesuai ketentuan peratuan 

perundang-undangan. 

7. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, 

tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh 

pejabat yang berwenang untuk melakukan peneraan. 

8. Pengawas Kemetrologian adalah Pegawai Negeri Sipil yang 

diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara 
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penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan 

pengawasan Metrologi Legal. 

9. Unit Metrologi Legal yang selanjutnya disingkat UML 

adalah satuan kerja pada Dinas Provinsi DKI Jakarta 

atau Dinas Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan 

kegiatan Tera dan Tera Ulang UTTP dan Pengawasan di 

bidang Metrologi Legal. 

10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT 

adalah unsur pelaksana tugas teknis di bidang Metrologi 

Legal yang berada di bawah Direktorat Metrologi. 

11. Penilaian Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang 

UTTP yang selanjutnya disebut Penilaian adalah 

serangkaian proses atau kegiatan yang dilakukan oleh 

Direktur terhadap UML untuk memastikan kesesuaian 

terhadap persyaratan yang telah ditetapkan. 

12. Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera 

Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya 

yang selanjutnya disingkat SKKPTTU UTTP adalah 

dokumen yang menerangkan kemampuan pelayanan tera 

dan tera ulang UTTP sesuai ruang lingkup. 

13. Ruang Lingkup Pelayanan Tera dan Tera Ulang yang 

selanjutnya disebut Ruang Lingkup adalah batas 

cakupan UTTP yang dapat dilakukan Tera dan Tera 

Ulang dan batas cakupan wilayah pelaksanaan Tera dan 

Tera Ulang oleh UML sebagaimana tercantum pada 

SKKPTTU UTTP. 

14. Penilaian Ulang adalah kegiatan penilaian yang 

dilakukan oleh Direktur terhadap UML dalam rangka 

penambahan ruang lingkup pelayanan Tera atau Tera 

Ulang UTTP. 

15. Surveillance adalah kegiatan kunjungan ke UML untuk 

memastikan bahwa UML tersebut memelihara 

kompetensinya dari waktu ke waktu berdasarkan kriteria 

yang telah ditentukan oleh Menteri. 

16. Tim Penilai UML yang selanjutnya disebut Tim Penilai 

adalah Tim yang dibentuk oleh Direktur yang memiliki 

tugas melakukan penilaian terhadap UML. 
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